PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN

PENGEMBALIAN ANAK KEPADA ORANG TUA ATAU

WALI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
analisis teori, bahan kepustakaan dalam penelitian ini maka dapat 
disimpulkan pertimbangan hakim dalam penetapan berupa pengembalian 
anak kepada orang tua atau wali terhadap anak yang melakukan tindak pidana 
adalah :
1. Dilihat dari usia anak.
2. Kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai.
3. Berdasarkan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan (BAPAS).
4. Sifat dari tindak pidana itu sendiri tergolong berat atau tidak.
5. Cara anak tersebut melakukan kejahatan termasuk dalam kenakalan atau 
modus.
6. Tindak pidana yang dilakukan diancam hukuman dibawah 7 (tujuh) tahun.
7. Sudah berapa kali anak tersebut melakukan tindak pidana termasuk 
pengulangan tindak pidana atau tidak.
8. Dilihat dari latar belakang keluarga anak itu sendiri.
9. Demi kepentingan anak itu sendiri
B. Saran
Atas dasar kesimpulan maka penulis dapat memberikan saran sebagai 
berikut :
1. Pengkajian ulang tentang pertimbangan hakim dalam memberikan 
penetapan pengembalian anak kepada orang tua terhadap anak yang 
melakukan tindak pidana agar sesuai dengan peraturan perUndang-
Undangan yang sudah berlaku.
2. Hakim harus mempunyai pertimbangan secara matang dan tegas 
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Peraturan PerUndang-Undangan :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
43
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang KUHAP.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.




Pengertian Orang Tua, Melalui http://id.m.wikipedia.org/wiki/orang-tua#/search
